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PUTUSAN
Nomor 485/PDT/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Tn. ERIC GUNAWAN, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Green
Ville BC/36, RT/RW: 011/014, Kelurahan Duri Kepa,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat,
dalam hal ini memberi kuasa kepada: Adi Setiawan,
S.H., M.H. dkk. Advokat pada kantor “Victory Law Firm”
beralamat di Jalan. Kedoya Agave Raya, Perkantoran
Tomang Tol Raya, Blok A-2, No. 14 Jakarta Barat 11520
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
083/VLF/SK.PDT/X1/2019, tanggal 29 November 2019,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula

Penggugat ;
Lawan

1. Ny. LINDA LOUISE LOI, SE, beralamat di Jalan Bisma V Blok B-11
No.11 RT/RW. 006/010, Kelurahan Papanggo,
Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Bukhori Hasibuan,
S.H.dk. Advokat pada Kantor Hukum Bukhori Hasibuan
&Rekan, beralamat di Gedung Tabayama Lt. 1, Jalan
Jend. Ahmad Yani No. 2-4 Bekasi 17141, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2020,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding | semula
Tergugat | ;

2. Tn. FULIEN SURJANAIJFU LIEN, beralamat di Jalan Permata Hijau
AA-12 RT/RW. 007/006, Kelurahan Kuningan,
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding Il semula
Tergugat Il ;

3. PT. TUGU BETON SEMESTA ABADI, beralamat di Jalan Permata

Hijau Blok AA No0.12 Kelurahan Kuningan, Kecamatan
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Semarang Utara, Kota Semarang, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding Ill semula Tergugat lll;

Dalam hal ini Terbanding Il semula Tergugat Il dan
Terbanding Il semula Tergugat Ill memberi kuasa
kepada: Drs. H. Ahmad Zen Das, S.H, M.H. dkk.
Advokat pada kantor “Ahmad Zen Das ‘Associates’
(AZDA) Jakarta”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 04/AZDA/SK/111/2020, tanggal 28 Maret 2020;

4. Tn. H. AHMAD BAIHAQI, beralamat di Kampung Tambun Selatan
RT/RW. 001/008, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan
Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Hamza Maudy Masussa,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari
2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV

semula Tergugat IV;

5. PERSEROAN TERBATAS (PT) ANDHIKATAMA RAYA MULIA,
berkedudukan di Pusat Pertokoan Pulomas Blok I
No.6, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kotamadya Jakarta
Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Batara P.
Radjagukguk, S.H., Advokat pada Kantor Hukum
“Batara Radja&Rekan” beralamat di Komplek
PUSLITBANGNAK No. D3/36, Jalan Padjajaran, Kota
Bogor : 16151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding V semula Tergugat V ;

6. MANSUR BIN SAIYAN, beralamat di Tanah Baru RT/RT. 05/01 Desa
Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten
Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI
semula Tergugat VI ;

7. Tn. H. AGUS SOPYAN, SE, beralamat di Kampung Kebon Kelapa
RT/RW. 012/004, Desa Segara Makmur, Kecamatan
Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII ;

8. Pemerintah Republik Indonesia Cqg. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia Cqg. Gubernur Provinsi Jawa Barat

Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan
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Taruma Jaya Cq. Lurah/ Kepala Desa, Kelurahan/Desa
Segara Makmur beralamat di Jalan Raya Marunda
Makmur No.17, Sagara Makmur, Tarumajaya, Sagara
Makmur, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat 17211,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula

Tergugat VIII ;

Dalam hal ini Terbanding VII semula Tergugat VIl dan
Terbanding VIII semula Tergugat VIII memberi kuasa
kepada Mahfudin, S.H., dkk. Advokat pada Kantor
Hukum Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN)
Jakarta, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 10
By Pass, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 02/LBHN/SK/111/2020, tanggal 28 Maret
2020 ;

9. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cqg.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi
Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bekasi, berkedudukan di Bekasi, di Komplek Lippo
Cikarang, Jalan Daha Blok B4, Bekasi 17550,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula
Tergugat IX ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 485/PDT/
2020/PT BDG tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua

belah pihak tersebut di atas;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
485/PDT/2020/PT BDG tanggal 4 September tentang penetapan

hari sidang;

3. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor
591/Pdt.G/2018/PN.Bks tanggal 26 November 2019 dan surat-surat

lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo;

TENTANG DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat
gugatan tanggal 2 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bekasi pada tanggal 2 Oktober 2018 dalam Register Nomor
591/Pdt.G/2018/PN Bks, telah mengajukan gugatan dan perubahannya
tertanggal 26 Maret 2019 sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN;
1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah hak atas bidang tanah Sertifikat
Hak Guna Bangunan (“SHGB”") No. 46/Segara Makmur seluas 6.975 M2

(enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang

terletak/berlokasi di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya,
Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut dengan
“Objek Sengketa”) dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam Surat
Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-12-1997 No. 21535/1997, berdasarkan
alas hak Akta Jual Beli Tanah Nomor: 409/2008 tanggal 04 Desember
2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat V selaku pihak
Penjual dan Penggugat selaku pihak Pembeli;

Bahwa Akta Jual Beli Tanah Nomor: 409/2008 tanggal 04 Desember
2008 tersebut Tercatat dalam buku register yang disediakan untuk itu
oleh Afdal Fikri, MS. Pejabat Pembuat Akta Akta Tanah (PPAT) di
Kabupaten Bekasi dengan No.Reg. 409/2008 tertanggal 04 Desember
2008;

2. Bahwa Tergugat V adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha
pembangunan perumahan, pengadaan tanah kaveling, real estate dan
bidang-bidang usaha sejenis lainnya yang dalam melaksanakan
usahanya tersebut Tergugat V telah melakukan pembebasan terhadap
bidang-bidang tanah milik masyarakat yang berlokasi di Desa Segara
Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa
Barat, dengan total lahan seluas + 60.870 M2 (enam puluh ribu delapan
ratus tujuh puluh meter persegi) guna keperluan pengadaan tanah
kaveling;

3. Bahwa dalam rangka keperluan pengadaan tanah-tanah kaveling
tersebut, Tergugat V membuat Site Plan atas bidang(-bidang) tanah
seluas = 60.870 M2 (enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh meter
persegi) yang telah dibebaskan oleh Tergugat V dari masyarakat
setempat, di mana pada Site Plan tersebut Tergugat V telah menentukan
letak kaveling-kaveling bidang tanah sesuai dengan peruntukannya

termasuk di dalamnya adalah tanah objek sengketa milik Penggugat;
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4. Bahwa Penggugat membeli bidang tanah SHGB No. 46/Segara Makmur
seluas 6.975 M2 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter
persegi) yang terletak/berlokasi di Desa Segara Makmur, Kecamatan
Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, tersebut dengan
itikad baik, dan memperolehnya secara sah, oleh karena itu sebagai
pembeli yang beritikad baik, Penggugat patut untuk dilindungi secara
hukum;

5. Bahwa sekitar pada awal tahun 2015 ketika Penggugat akan
menggunakan tanah objek sengketa a quo di mana setelah Penggugat
melakukan pengurukan atas tanah objek sengketa, secara tiba-tiba di
atas objek sengketa a quo ternyata dikuasai secara sepihak oleh
Tergugat Il dan Tergugat VI dengan mendirikan bangunan di atas tanah
objek sengketa a quo;

6. Bahwa di atas tanah objek sengketa a quo sekarang oleh Tergugat Il
telah didirikan bangunan yang telah membangun di luar hak miliknya
sendiri dan pembangunan tersebut tanpa seizin Penggugat sebagai
pemilik yang sah atas tanah objek sengketa a quo dan hal tersebut
mengakibatkan Penggugat tidak bisa menggunakan tanah miliknya in
casu tanah objek sengketa a quo. Perbuatan Tergugat Il tersebut jelas
tanpa hak dan melawan hukum;

7. Bahwa atas tindakan Tergugat Ill yang telah menguasai dan mendirikan
bangunan di atas bidang tanah milik Penggugat dengan tanpa
sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik sah hak atas bidang
tanah objek sengketa a quo adalah merupakan Perbuatan Melawan
Hukum, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat Il dihukum
untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah a quo kepada
Penggugat selaku pemilik yang sah atas bidang tanah dimaksud;

8. Bahwa kembali Penggugat melihat ternyata di atas tanah Objek
Sengketa a quo juga telah dikuasai oleh pihak-pihak yang mengaku
sebagai ahli waris dari Tergugat VI,

9. Bahwa atas tindakan dari Tergugat VI yang mengaku-ngaku sebagai
pemilik dari tanah Objek Sengketa a quo adalah jelas merupakan
perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi
Penggugat yaitu menjadi terhalang haknya Penggugat untuk mengambil
manfaat atas tanah Objek Sengketa a quo;

10. Bahwa Penggugat telah membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) dan telah pula membayar Pajak Bumi dan
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Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas
tanah milik Penggugat in casu tanah objek sengketa, dengan demikian
Penggugat dalam hal menguasai dan memiliki tanah telah memenuhi
kewajiban kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku, terlebih lagi
jelas ternyata bahwa Penggugat secara hukum adalah pembeli yang
beritikad baik dan patut dilindungi undang-undang (vide: yurisprudensi
tetap Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember
1958: "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi
dan jual beli yang bersangkutan haruslah diangap Sah"; Bahwa akan
tetapi Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah Objek
Sengketa a quo menjadi terhalang haknya untuk mengambil manfaat
atas tanah Objek Sengketa, hal mana disebabkan oleh tindakan Tergugat
[ll dan Tergugat VI yang telah mengklaim tanah Objek Sengketa a quo
adalah merupakan milik dari Tergugat Il dan Tergugat VI dengan
mempergunakan Sertifikat dan atau surat-surat keterangan tanah
lainnya;

11. Bahwa Tergugat VII sebagai Kepala Desa Segara Makmur, membuatkan
Surat Keterangan Riwayat Tanah terhadap tanah Objek Sengketa serta
membuat Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa tanpa sepengetahuan
Penggugat, karena memang terhadap tanah Objek Sengketa a quo tidak
pernah diperjual belikan oleh Penggugat kepada pihak manapun juga;

12. Bahwa dengan terbitnya Surat Riwayat Tanah dan Surat Keterangan
Tanah Tidak Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat VIl selaku Kepala
Desa Segara Makmur, sehingga merugikan Penggugat karena tanah
Objek Sengketa a quo tersebut merupakan tanah milik Penggugat yang
dibeli dari Tergugat V dan bukan merupakan tanah milik dari Tergugat IlI
maupun milik Tergugat VI sebagaimana yang diakui oleh Tergugat Il
maupun Tergugat VI,

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat VIl a quo telah mengakibatkan
penghilangan hak kepemilikan tanah Penggugat;

14. Bahwa seharusnya Tergugat VIl selaku Kepala Desa Segara Makmur
sebelum menandatangani Surat Riwayat Tanah dan Surat Keterangan
Tanah Tidak Sengketa terlebih dahulu mengecek lokasi tanah, karena
lokasi tanah yang dicantumkan di dalam Surat yang dibuat oleh Tergugat
VII tersebut adalah tanah milik Penggugat;

15. Bahwa Kantor Pertanahan Kabuapten Bekasi in casu Tergugat IX telah

menerbitkan Sertifikat tanah SHM Nomor: 105/Segara Makmur, di mana
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batas-batas tanah dalam penerbitan surat tersebut berdasarkan
keterangan dan ataupun data yang tidak benar;

16. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat IX, merupakan perbuatan
ketidakcermatan pejabat, serta telah melanggar asas ketidak hati-hatian,
dalam bertindak menerbitkan Sertifikat tanah SHM Nomor:105/Segara
Makmur, karena penerbitan Sertifikat tanah SHM Nomor: 105/Segara
Makmur tersebut datanya sangat direkayasa oleh para oknum, sehingga
mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan in casu Penggugat,
atas terbitnya sertifikat tersebut;

17. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum dan guna melindungi hak Penggugat selaku Pembeli yang
beritikat baik atas bidang tanah Objek Sengketa a quo, maka sangat
beralasan hukum jika Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan
Negeri Bekasi Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
ini memerintahkan Tergugat Il dan Tergugat Ill dan atau kepada siapa
saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menghentikan segala
tindakan di atas fisik bidang tanah Objek Sengketa a quo dan
menyerahkan bidang tanah Objek Sengketa a quo dalam keadaan
kosong kepada Penggugat;

18. Bahwa pada saat ini bidang tanah Objek Sengketa milik Penggugat
dikuasai oleh Tergugat Ill dan Tergugat VI, dan atas dikuasainya bidang
tanah a quo maka Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari bidang
tanah miliknya tersebut;

19. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat Ill yang telah mendirikan
bangunan di atas tanah Objek Sengketa a quo dan mengklaim tanah
Objek Sengketa a quo sebagai miliknya, maka adalah patut dan layak
secara hukum dinyatakan perbuatan Tergugat Il a quo adalah Perbuatan
Melawan Hukum;

20. Bahwa Tergugat IX yang telah menerbitkan Sertifikat tanah SHM
No.105/Segara Makmur tersebut berdasarkan keterangan dan ataupun
data yang tidak benar adalah merupakan perbuatan ketidakcermatan
pejabat, serta telah melanggar asas ketidak hati-hatian dalam bertindak
menerbitkan Sertifikat berdasarkan keterangan dan ataupun data yang
tidak benar, maka adalah patut dan layak secara hukum dinyatakan

perbuatan Tergugat IX a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum;

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM
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21. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Para Tergugat sebagaimana
tersebut di atas yaitu jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum
yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata; Ketentuan Pasal 1365
KUHPerdata menyatakan sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar
hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut”.

a. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang
disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di
atas haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

(i) Perbuatan tersebut terbukti melawan hukum (baik secara aktif
maupun pasif);

(i) Tergugat dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melawan
hukum tersebut (unsur alpha dan schuld);

(i) Adanya kerugian yang kongkrit yang ditimbulkan;

(iv) Adanya hubungan sebab akibat (causalitas) antara perbuatan
melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang dituntut oleh
Penggugat;

b. Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku sejak diterbitkannya
Putusan Hoge Raad Arrest 1919 tanggal 31 Januari 1919 maka
pengertian Perbuatan Melanggar Hukum telah diperluas oleh Hoge
Raad dari hanya melanggar UU atau peraturan perundangan yang
berlaku menjadi selain melanggar UU dan peraturan perundangan
yang berlaku juga melanggar asas kepatutan moral, asas kewajiban
hukumnya, asas itikad baik, asas kesusilaan, asas keadilan, asas
kehati-hatian dan ketelitian untuk memperhatikan kepentingan orang
lain dan terhadap harta benda orang lain serta melanggar hak
subyektif orang lain yang dijamin dan dilindungi hukum;

c. Berdasarkan Buku “Proyek Pengembangan Teknis VYustisial
Mahkamah Agung - RI”, tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan
Masalah Hukum Reader IlI, Jilid 1, Penerbit Tim Penguji Hukum
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang
mengutip pendapat Setiawan, telah dinyatakan sebagai berikut

(kutipan) :
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“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen
pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar
hukum.

Keempat kriteria tersebut adalah :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

2. Melanggar hak subyektif orang lain;

3. Melanggar kaidah tatasusila;

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-
hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan
sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.”

. Putusan Hoge Raad Arrest 1919:

"Dalam pengertian perbuatan melawan hukum, demikian Hoge
Raad, termasuk setiap perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang,
ataukah melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan
dengan kewajiban hukum si pelaku; ataupun bertentangan dengan
tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap
hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan
dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang
lain. Orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya
kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya, wajib
membayar ganti rugi"

Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata—kata

"Ataukah”, A t a u”: Dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan

Melanggar Hukum tidak disyaratkan adanya ke-empat kriteria itu
secara kumulatif Dengan dipenuhinva salah satu kriteria itu, secara
alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu Perbuatan

Melanggar Hukum.
22. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, telah terbukti

secara sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa Para
Tergugat baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama telah
melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) yang
merugikan kepentingan Penggugat bukan saja telah memenuhi salah
satu kriteria untuk menyatakan adanya “Perbuatan Melawan Hukum”,
melainkan perbuatan Para Tergugat tersebut jelas telah memenuhi
keempat unsur tersebut di atas, yaitu: Melanggar hak orang lain,

bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan
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dengan kepatutan, perbuatan para Tergugat telah memenuhi unsur
kesalahan dan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat;
C.TUNTUTAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
23. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para

Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik
materiil cq reliance loss (kerugian nyata) dan expectation loss
(kehilangan keuntungan yang diharapkan) maupun kerugian unmaterlil
sehingga telah terpenuhi adanya unsur sebab akibat (kausalitas) antara
kerugian yang timbul dengan Perbuatan Melanggar Hukum Para
Tergugat. Kerugian yang timbul tersebut merupakan suatu fakta notoir
yaitu fakta yang sudah diketahui umum yang tidak perlu dibuktikan lagi
kebenarannya dengan perincian sebagai berikut:

23.1. KERUGIAN MATERIL

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat karena tidak

dapat menikmati bidang tanahnya karena tindakan-tindakan

melawan hukum Para Tergugat, vyaitu keuntungan yang
diharapkan dapat diraih yang seharusnya diperoleh Penggugat
terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan diajukannya Gugatan
aquo (3 tahunftiga tahun) dengan harga sewa bidang tanah
setahun sebesar USD 150,000 (seratus lima puluh ribu Dollar

Amerika Serikat) serta perhitungan menggunakan rata-rata bunga

berdasarkan Undang-Undang (6% pertahun/enam persen

pertahun) dikalkulasikan dengan kerugian atas manfaat yang
kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau
kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh

Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan Penggugat

menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain dapat

diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar:

a. Harga sewa bidang tanah untuk 3 (tiga) tahun = USD 150,000
pertahun (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat
pertahun) x 3 = USD 450,000(empat ratus lima puluh ribu
Dollar Amerika Serikat);

b. Bunga untuk 3 (tiga) tahun = USD 9,000 x 3 = USD 27,000
(dua puluh tujuh ribu Dollar Amerika Serikat)

c. a+ b = USD 450,000 (empat ratus lima puluh ribu Dollar
Amerika Serikat) + USD 27,000 (dua puluh tujuh ribu Dollar

Halaman 10 dari 137 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) = USD 477,000 (empat ratus tujuh puluh
tujuh ribu Dollar Amerika Serikat);
23.2. KERUGIAN IMMATERIL
Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian Imateril akibat dari
tindakan Para Tergugat, dan kerugian imateril yang dialami
Penggugat adalah tidak dapat dinilai dengan uang karena
menyangkut harkat dan martabat serta harga diri seseorang; akan
tetapi akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat a quo,
Penggugat merasa dirugikan baik mengenai waktu, tenaga,
pemikiran, biaya transport, dan biaya lain-lainnya, oleh karena itu
dapat ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp 5.000.000.000,-
(Lima milyard rupiah);
D.SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)dan UANG PAKSA
DWANGSOM

24. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat dan untuk menghindarkan

Para Tergugat Ill mengalihkan/memindahtangankan bidang tanah Objek
Sengketa a quo kepada pihak lain, maka terhadap bidang tanah Objek
Sengketa a quo tersebut selama dalam pemeriksaan perkara ini berjalan,
maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan

Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah

dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di :

- Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi,
Propinsi Jawa Barat, dengan luas 6.975 M2 (enam ribu Sembilan
ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas
sebagaimana tergambar dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal
19-12-1997 No0.21535/1997 pada SHGB No. 46/Segara Makmur
yang dikeluarkan oleh Tergugat IX;

25. Bahwa untuk itu apabila Para Tergugat tidak menjalankan isi putusan
dalam perkara a quo, maka Penggugat mohon agar Yth. Ketua
Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo berkenan menghukum Para Tergugat secara
tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan

dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara a quo;

E. PUTUSAN PROVISI
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26. Bahwa mengigat tindakan Para Tergugat menguasai tanpa hak,
melakukan pembangunan di atas tanah Objek Sengketa serta untuk
menghindari kerugian yang lebih besar kepada Penggugat maka sudah
selayaknya sebelum perkara ini diputus kiranya kepada Yth. Ketua
Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo untuk memutuskan perkara dalam Putusan
Provisi terlebih dahulu sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau kepada pihak
manapun yang memperoleh hak daripadanya untuk keluar dari tanah
Objek Sengketa dan menghentikan segala kegiatan apapun di atas
tanah Objek Sengketa;
F. PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD )

27. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat dan

disertai dengan bukti-bukti yang sah, maka Penggugat memohon kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan yang
berlaku secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), walau ada
perlawanan, banding maupun kasasi;
G.PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cg. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara a quo agar berkenan memeriksa, mengadili, dan

mengabulkan seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat perkara aquo dengan

Amar Putusan berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang baik dan benar;

3. Menyatakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan secara hukum bahwa bidang tanah yang terletak/ berlokasi
di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi,
Propinsi Jawa Barat, dengan luas 6.975 M? (enam ribu Sembilan ratus
tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana tertera dalam SHGB No.
46/Segara Makmur, dengan batas-batas tercantum dalam Surat
Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-12-1997 No0.21535/1997, adalah sah
milik Penggugat;
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5. Memerintahkan dan menghukum kepada Para Tergugat dan atau kepada
pihak manapun yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai dan
ataupun menempati tanah Objek Sengketa secara melawan hukum
untuk mengembalikan dan menyerahkan kembali penguasaan tanah
Objek Sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan
dalam keadaan baik dan kosong serta terlepas dari ikatan dengan pihak
ketiga;

6. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau kepada pihak manapun
yang memperoleh hak daripadanya untuk berhenti mengganggu
berupaya menguasai dan mengaku-akui tanah Objek Sengketa sebagai
miliknya dan harus menghentikan segala gangguan atau kegiatan
apapun di atas tanah tanah Objek Sengketa, serta harus
mencabut/melepas papan nama atau patok-patok atau tanda-tanda
dalam bentuk apapun yang dibuat oleh Para Tergugat di atas tanah
Objek Sengketa, dan apabila Para Tergugat atau pihak siapapun ada niat
untuk mengganggu atau menguasai tanah tersebut nantinya harus
menghentikan niatnya tersebut dan harus menyerahkan penguasaan
tanah tersebut dengan sepenuhnya dan tanpa syarat kepada Penggugat;

7. Menyatakan SHM No. 105/Segara Makmur dan atau turunannya tidak
mengikat atas tanah milik Penggugat in casu tanah Objek Sengketa yang
terletak di di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten
Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan luas 6.975 M2 (enam ribu Sembilan
ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana tertera dalam SHGB
No.46/Segara Makmur, dengan batas-batas tercantum dalam Surat
Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-12-1997 No. 21535/1997;

8. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat dan atau kepada pihak
manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk meyerahkan semua
surat-surat yang terkait dengan tanah SHGB No0.46/Segara Makmur,
dengan batas-batas sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-12-
1997 No0.21535/1997 yang terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan
Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan luas 6.975
Mz (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) kepada
Penggugat;

9. Menyatakan batal demi hukum dan atau tidak mengikat terhadap tanah
yang terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya,
Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, milik Penggugat, atas semua

alas hak dan atau perjanjian dan atau asal-usul tanah baik yang ada
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sekarang maupun yang kelak diketemukan sepanjang hal tersebut

berkaitan dengan bidang tanah SHGB No. 46/Segara Makmur, seluas

6.975 M2 (enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi)

dengan batas-batas sebagaimana tergambar dalam Surat Ukur/Gambar

Situasi tanggal 19-12-1997 No. 21535/1997 milik Penggugat;

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( conservatoir beslaag )
yang diletakkan atas Objek Sengketa dalam perkara ini;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dan bersama-sama
untuk membayar :

11.1. Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar USD 477,000
(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Dollar Amerika Serikat)
terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan oleh Majelis
Hakim;

11.2. Kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.
5.000.000.000,- (lima miliard rupiah) terhitung 7 (tujuh) hari sejak
Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij
voorraad ) meskipun diajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dan bersama-sama
untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan isi dalam
putusan ini;

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon dapat
memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat
tersebut Terbanding | semula Tergugat | memberikan jawaban pada pokoknya
sebagai berikut :

. EKSEPSI
A. Eksepsi Prosesuil, Mengenai Kompetensi Absolut (Exceptio Absolute

Competentie)

A.l. Surat Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Tidak Sengketa
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1. Bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat yaitu pada
bagian posita hal 6 poin 11,12, 13, dan 14, Penggugat
mendalilkan sebagai berikut:

- Poin 11. Bahwa Tergugat VIl sebagai Kepala Desa Segara
Makmur membuatkan Surat Keterangan Riwayat
Tanah terhadap tanah-tanah Obyek Sengketa serta
membuat Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa
tanpa sepengetahuan Penggugat, karena memang
terhadap tanah obyek sengketa a quo tidak pernah
diperjual belikan oleh Penggugat kepada pihak
mana pun juga.

- Poin 12. Bahwa dengan terbitnya Surat Riwayat Tanah dan
Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang
dikeluarkan oleh Tergugat VII selaku Kepala Desa
Segara Makmur, sehingga merugikan Penggugat
karena tanah obyek sengketa a quo tersebut
merupakan tanah milik Penggugat yang dibeli dari
Tergugat V dan bukan merupakan tanah milik dari
Tergugat Il maupun Tergugat VI sebagaimana
diakui oleh Tergugat Ill dan mapuan Tergugat VI.

- Poin 13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat VIl a quo telah
mengakibatkan penghilangan hak kepemilikan
tanah Penggugat

- Poin 14. Bahwa seharusnya Tergugat VII selaku Kepala
Desa Segara Makmur sebelum menandatangani
Surat Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Tidak
Sengketa terlebih dahulu mengecek lokasi tanah,
karena lokasi tanah yang dicantumkan di dalam
surat yang dibuat Tergugat VII tersebut adalah
tanah milik Penggugat

2. Bahwa kemudian Penggugat telah menggugat para Tergugat
(Termasuk Terugat VII) telah melakukan perbuatan melawan
hukum dan kemudian memohon agar para Tergugat dinyatakan
telah melakukan perbuatan mewalan hukum serta memohon
agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil

dan immateril yaitu sebagaimana dalilnya berikut:
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- Posita, Poin 22. Bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut
di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
serta tidak terbantahkan lagi bahwa para Tergugat
baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
(onrechtmatige daad) yang merugikan kepentingan
Penggugat bukan saja telah memenuhi salah satu
kriteria untuk menyatakan adanya "perbuatan
melawan hukum", melainkan perbuatan para
Tergugat tersebut telah memenuhi keempat unsur
di atas, yaitu: melanggar hak oran lain,
bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat,
bertentangan dengan kepatutan, perbuatan para
Tergugat telah memenuhi unsur kesalahan dan
adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat

- Petitum, Poin 3. Menyatakan para Tergugat baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama telah melakukan
perbuatan melawan hukum.

- Petitum, Poin 11. Menghukum para Tergugat secara
tanggung renteng dan bersama-sama untuk
membayar; Kerugian Materiil...... dst, dan Kerugian
Immateril dst

3. Bahwa mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh
Penggugat pada positanya kemudian dikaitkan dengan
petitumnya, maka jelas terlihat obyek sengketa yang digugat
oleh Penggugat kepada Tergugat VII adalah; 1) Surat
Keterangan Riwayat Tanah, dan 2) Surat Keterangan Tanah
Tidak Sengketa.

4. Bahwa surat-surat tersebut adalah produk Tergugat VII selaku
Kepala Desa Segara Makmur yang artinya surat-surat tersebut
adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena surat-surat
tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang
berwenang menilai atau menguji apakah suatu Keputusan Tata
Usaha Negara menimbukan kerugian terhadap orang atau
badan hukum perdata adalah menjadi Sengketa Tata Usaha
Negara, dan yang berwenang mutlak untuk memeriksa dan

mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
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5. Bahwa dengan demikian jelas obyek sengketa yang diajukan
oleh Penggugat tersebut bukan wewenang Peradilan Umum (in
casu Pengadilan Negeri Bekasi), melainkan wewenang mutlak
Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan
ketentuan-ketentuan perundang-undangan peradilan Tata
Usaha Negara, yaitu:

- Pasal 1 angka 10 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

tentang pengubahan kedua atas Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
selengkapnya berbunyi;
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan badan atau perjabat tata usaha
negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku."

- Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, selengkapnya berbunyi;
"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negera dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau rehabilitasi.”

A.2.Sertipfikat Hak Atas Tanah

6. Bahwa kemudian juga memperhatikan surat gugatan
Penggugat yaitu pada bagian posita hal 6 s/d 7 poin 15 dan 16
Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Poin 15. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi in
casu Tergugat IX telah menerbitkan sertifikat tanah SHM No.
105/Segara Makmur, dimana batas-batas tanah dalam
penerbitan surat tersebut berdasarkan keterangan dan
ataupun data yang tidak benar.

- Poin 16. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat IX,

merupakan perbuatan ketidakcermatan pejabat, serta telah
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melanggar asas Kketidak hati-hatian dalam Dbertindak
menerbitkan sertifikat tanah SHM No. 105/Segara Makmur,
karena penerbitan sertifikat tanah SHM No. 105/Segara
Makmur tersebut datanya sangat direkayasa oleh para
oknum, sehingga mengakibatkan adanya pihak-pihak yang
dirugikan in casu Penggugat atas terbitnya sertifkat tersebut
7. Bahwa kemudian Penggugat telah menggugat para Tergugat

(Termasuk Terugat IX) telah melakukan perbuatan melawan

hukum dan kemudian memohon agar para Tergugat dinyatakan

telah melakukan perbuatan mewalan hukum serta memohon
agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil
dan immateril yaitu sebagaimana dalilnya berikut:

- Posita, Poin 22. Bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut
di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak
terbantahkan lagi bahwa para Tergugat baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan
kepentingan Penggugat bukan saja telah memenuhi salah
satu kriteria untuk menyatakan adanya "perbuatan melawan
hukum", melainkan perbuatan para Tergugat tersebut telah
memenuhi keempat unsur di atas, yaitu: melanggar hak oran
lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat,
bertentangan dengan kepatutan, perbuatan para Tergugat
telah memenuhi unsur kesalahan dan adanya kerugian yang
dialami oleh Penggugat.

- Petitum, Poin 3. Menyatakan para Tergugat baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan
melawan hukum.

- Petitum, Poin 7. Menyatakan SHM No. 105/Segara Makmur
dan atau turunannya tidak mengikat atas tanah milik
Penggugat in cassu tanah obyek sengketa yang terletak di
Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan luar 6.975 M2 (enam
ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter perseqgi)
sebagaimana tertera dalam SHGB No. 46/Segara Makmur,
dengan batas-batas tercantum dalam Surat Ukur/Gambar
Situasi tanggal 19-12-1997 No. 21535/1997.
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- Petitum, Poin 9. Menyatakan batal demi hukum dan atau
tidak mengikat terhadap tanah yang terletak di Desa
Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, milik Penggugat, atas semua alas hak
dan atau perjanjian dan atau asal usul tanah baik yang ada
sekarang maupun kelak diketemukan sepanjang hal tersebut
berkaitan dengan bidang tanah SHGB No. 46/Segara
Makmur, seluas 6.975 M? dengan batas-batas sebagaimana
tergambar dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-12-
1997 No. 21535/1997 milik Penggugat.

- Petitum, Poin 11. Menghukum para Tergugat secara
tanggung renteng dan bersama-sama untuk membayar:

Kerugian Materiil dst, dan Kerugian Immateril dst..

8. Bahwa mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh
Penggugat pada positanya itu kemudian dikaitkan dengan
petitumnya, maka jelas terlihat obyek sengketa yang digugat
oleh Penggugat kepada para Tergugat adalah keabsahan
Sertifikat Hak Milik No. 105/Segara Makmur, sehingga
Penggugat memohon agar Sertifikat Hak Milik No. 105/Segara

Makmur dinyatakan batal demi hukum.

9. Bahwa demikian pula, oleh karena Penggungat merasa
memiliki hak atas tanah berdasarkan SHGB No. 46/
Segaramakmur dan kemudian mengklaim bidang tanahnya
sebagaian berada di atas bidang tanah yang dimaksud dalam
SHM No. 105/Segara Makmur yang kini dimiliki oleh Tergugat
I, maka dapat diartikan maksud Penggugat yaitu 'satu bidang
tanah terdapat dua bukti hak atas tanah' sehingga karenanya
sangat jelas terbukti maksud gugatan Penggugat adalah
pembatalan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Tergugat IX

selaku Pejabat Tata Usaha Negera.

10. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 105/Segara Makmur adalah
produk yang dikeluarkan oleh Tergugat IX - in casu Kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi - selaku Perjabat Tata
Usaha Negara, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 105/Segara
Makmur tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
Oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 105/Segara Makmur
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adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang
menilai atau menguji dan kemudian menyatakan sah atau batal
demi hukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal
tersebut telah masuk dalam kategori Sengketa Tata Usaha

Negara.

11. Bahwa dengan demikian jelas obyek sengketa yang diajukan
oleh Penggugat tersebut bukan wewenang Peradilan Umum (in
cassu Pengadilan Negeri Bekasi), melainkan wewenang mutlak
Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan
ketentuan-ketentuan perundang-undangan Peradilan Tata

Usaha Negara, yaitu:

- Pasal 1 angka 10 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009
tentang pengubahan kedua atas Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

selengkapnya berbunyi;

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha
negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku."

- Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, selengkapnya berbunyi;
"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negera dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi

dan/atau rehabilitasi."

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat | tersebut di
atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan
bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili

perkara a quo.
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B. Eksepsi Mengenai Pengubahan Gugatan
1. Bahwa Penggugat telah melakukan pengubahan terhadap surat
gugatannya, sebagaimana suratnya tertanggal 05 Maret 2019
perihal perbaikan/perubahan gugatan. Pada pengubahan tersebut
Penggugat telah mengubah bagian posita yang menjadi dasar
hukum gugatannya, hal ini terlihat jelas pada hal 3 s/d 4 pada surat

pengubahan gugatan tersebut, khususnya pada poin 5.a., yaitu:

"Sekitar awal tahun 2015, ketika Penggugat akan menggunakan
tanah obyek sengketa a quo di mana setelah sebelumya
Penggugat telah melakukan pengurukan atas tanah objek sengketa
a quo, ternyata secara tiba-tiba Tergugat Il dan Tergugat Il serta
Tergugat VI melakukan okupasi illegal atas objek sengketa a quo,
incasu Tergugat Il dan Tergugat Il secara melawan hukum
menguasai sebagaian tanah objek sengketa, adalah diketahui
dengan membeli bidang tanah objek sengketa a quo dari Tergugat |
yang mana sebelumnya tergugat | membeli tanah a quo dari
Tergugat IV. Namun oleh karena antara Tergugat | dan Tergugat IV
telah membuat dan menandatangani surat pembatalan atas atas
jual beli bidang tanah a quo jauh dari sebelum Tergugat | menjual
bidang tanah a quo kepada Tergugat H/Tergugat Ill, maka Tergugat
| tidak bevoegd mengalihkan hak dalam bentuk apapun atas
sebahagian tanah objek sengketa a quo kepada Tergugat
Il/Tergugat HI atau kepada siapapun™.

2. Bahwa memperhatikan wuraian dalil-dalil yang disampaikan
Penggugat dalam surat gugatannya yang pertama yaitu tertanggal
2-10-2018, Penggugat tidak menguraikan perihal keterkaitan
Tergugat | dalam peristiwma hukum yang menjadi dasar (posita)
gugatan Penggugat Namun setelah Penggugat mengajukan
pengubahan terhadap surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2019
khususnya pada poin 5.a tersebut, Penggugat telah menarik
Tergugat | kepada suatu peristiwa hukum yang kemudian dijadikan
sebagai dasar (posita) gugatannya, sehingga atas tindakan
Penggugat yang melakukan pengubahan posita gugatan berarti
Penggugat telah mengubah peristiwa materiilnya, dan Tergugat |
merasa sangat keberatan atas hal tersebut, karena hal itu telah
menjadikan Tergugat | kedalam kondisi yang membingungkan/

menyulitkan dan Tergugat telah dirugikan khususnya dalam
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melakukan pembelaan kepentingan diri Tergugat | sendiri, karena

dari semula tidak terkait menjadi terkait dalam suatu peristiwa

yang digugat oleh Penggugat.

3. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan pengubahan gugatan
sebagaimana dimaksud, adalah sama sekali tidak dibenarkan
dalam tata tertib beracara perdata, karena pengubahan gugatan
tidaklah dibenarkan pengubahan pada bagian posita yang menjadi
dasar matiriil suatu surat gugatan. Hal ini sejalan dengan Pasal
127 BRv (Reglemen op de Burgerlijke Rechtvordering) dan kaidah-
kaidah hukum yang termuat dalam beberapa Yurisprudensi sebagai
berikut:

- Menurut kentuan Pasal 127 BRv tersebut, Penggugat boleh
mengubah atau mengurangi tuntutannya  sepanjang
pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau
menambah het onder werp van den eisch. Dalam peraktik hukum,
pengertian het onder werp van den eisch meliputi juga dasar
tuntutan. jadi, pengubahan yang dimaksud tidak mengubah
kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan (Prof. Abul Kadir
Muhammad, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan IX,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, hal. 64)

- Yurisprudensi M.A.R.l. dalam Putusan Nomor: 209 K/Sip/1970
tanggal 6 Maret 1971; perubahan gugatan tidak boleh
mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan.
(dikutip oleh DR. H. Zainal Asikin, SH, SU. dalam bukunya
berjudul: Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prenadamedia
Group, Jakarta 2015, hal.29).

- Yurisprudensi M.A.R.l. dalam Putusan Nomor: 454 K/Sip/1970
tanggal 11-3-1970, jo. Yurisprudensi MA dalam Putusan
Nomor: 1042 K/Sip/1971 tanggal 3 -12-1974, jo. Yurisprudensi
MA dalam Putusan Nomor: 823 K/Sip/1973 tanggal 29 -1-1976,
yang menegaskan bahwa perubahan atau penambahan
gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan
(posita) dan tidak merugikan tergugat dalam pembelaan
kepentingannya (dikutip oleh DR. H. Zainal Asikin, SH, SU,
dalam bukunya berjudul; Hukum Acara Perdata di Indonesia,
Prenadamedia Group, Jakarta 2015, hal.30).

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi M.A.R.I. dalam Putusan Nomor: 226 K/Sip/1973
tanggal 27 November 1975, menekankan "pertimbangan
Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: karena
pengubahan gugatan yang diajukan penggugat-terbanding pada
persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok
gugatan, maka seharusnya pengubahan tersebut ditolak” (termuat
dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia
Jilid 1l, dalam Proyeksi Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang
diedarkan oleh pengurus Pusat IKAHI tahun 1977, halaman
196).

4. Bahwa berdasarkan urian dalil-dalil Terugat | di atas, maka mohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat
ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard).

C. Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, Penggugat telah
menarik pihak-pihak menjadi Tergugat yakni, Tergugat | s/d
Tergugat IX. Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat
adalah bahwa Penggugat mengklaim memiliki tanah seluas
6.975M2 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi)
berdasarkan Serifikat Hak Milik No. 46/Segaramakmur, yang ia
Penggugat peroleh dari Tergugat V berdasarkan jual beli. Namun,
sebagaian atau seluruh dari tanah tersebut ternyata dikuasai oleh
Tergugat Il dan Tergugat Il berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.
105/Segaramakmur, yang mana Tergugat |l dan Tergugat Il
memperoleh tanah itu semula dari Terugat | berdasarkan jual beli.
Dan sebelumnya, Tergugat | memperoleh tanah tersebut dari
Tergugat IV berdasarkan jual beli yang dibuat di hadapan PPAT
Kun Hidayat, S.H. selaku Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan
Taruma Jaya, tetapi Penggugat mendalilkan bahwa jual beli
t